
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya1.

Oleh sebab itu maka ia menbutuhkan hal-hal yang nantinya bisa digunakan

untuk mempertahankan kehidupannya, yang meliputi : pangan, sandang, papan

dan kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan papan maka diperlukan

perumahan sebagai salah satu sarana untuk tempat berlindung ataupun tempat

tinggal.  Masalah perumahan sebagai  tempat  berlindung atau tempat  tinggal

oleh  setiap  manusia  terutama  dalam  hubungannya  dengan  perkembangan

penduduk dari  suatu  bangsa  sangat  penting.  Demikian  juga  halnya dengan

bangsa  Indonesia  sebagai  suatu  Negara  berkembang,  soal  perumahan

merupakan  kebutuhan  utama,  disamping  kebutuhan  sandang  dan  pangan.

Karena itu perbaikan dan pengadaan perumahan terutama perumahan rakyat

merupakan hal  yang amat  penting dalam pembangunan dewasa  ini,  karena

ketiga unsur yaitu perumahan, sandang dan pangan merupakan unsur-unsur

pokok kesejahteraan rakyat dan keadaannya memberikan pengaruh terhadap

produktivitas kerja, serta dengan demikian akan meningkatkan perkembangan

ekonomi pada umumnya.

Tetapi  untuk  saat  ini  pembangunan  perumahan  mengalami  kesulitan,

khususnya  dikota-kota  besar  yang  kepadatan  penduduknya  sangat  tinggi

1  Pasal 28H ayat 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
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seperti  Jakarta dan Surabaya dan kota-kota lainnya, dimana setiap tahunnya

angka kelahiran di Indonesia selalu mengalami peningkatan, selain terbatasnya

lahan ( Areal tanah ) mengakibatkan harga tanah di kota – kota besar sangatlah

mahal hingga tidak terjangkau oleh rakyat yang tingkat ekonominya rendah

sampai menengah.

Menyadari kesulitan dari pada pengadaan serta pembangunan perumahan

ini  yang menyangkut  kebutuhan  rakyat  banyak dan  harus  dipecahkan  oleh

semua pihak, maka pemerintah berusaha keras mengatasi masalah perumahan

ini.  Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggalakkan

pembangunan rumah bertingkat atau rumah susun yang dibangun diatas hak

bersama2.  Oleh  karena  perumahan  merupakan  salah  satu  barometer  dari

kesejahteraan  rakyat,  maka  sehubungan  dengan  usaha  menanggulangi

perumahan  dan  pemukiman  tersebut  diatas,  pemerintah  mengeluarkan  PP

Nomor 29 tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan

Nasional  (Perum  Perumnas)  mengadakan  pembangunan  perumahan  rakyat

yang  dikenal  dengan  Perumnas.  Kemudian  pada  akhirnya  Pemerintah

mengeluarkan ketentuan yang mempunyai manfaat, terutama bagi masyarakat

perkotaan yaitu Undang - Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun.

Undanng-undang  ini  dikeluarkan  mengingat  kebutuhan  masyarakat

dengan  areal  terbatas  akan  tetapi  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tempat  akan

pemukiman, serta mengatur ketentuan-ketentuan rumah susun.

Dengan adanya rumah susun maka kebutuhan masyarakat akan rumah

2    Marito Pahal Siahaan, bea perolehan HAk atas tanah dan bangunan “ teori dan Praktek “ ,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hal 147.
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sebagian telah terpenuhi.  Namun dengan demikian tidak  semua masyarakat

dapat memiliki rumah susun tersebut. Dikarenakan jumlah rumah susun yang

dibangun  tidaklah  sepadan  dengan  jumlah  penduduk  yang  membutuhkan.

Apalagi  nilai  pendapatan  yang dihasilkan  oleh  setiap  orang  tidaklah  sama

terutama  masyarakat  yang tidak  mempunyai  penghasilan  tetap.  Tetapi  bagi

masyarakat yang dapat memiliki  rumah susun tersebut tentunya mempunyai

kekuasaan  atas  hak  dari  rumah  susun  tersebut3,  baik  dari  bangunan rumah

susun maupun tanah dimana rumah susun tersebut dibangun. Dimana Hak –

hak yang muncul dari adanya Rumah susun Antara lain: Hak atas bangunan,

hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak atas satuan rumah susun dan

hak  pengelolaan4.  Namun  tidak  semua  hak  –  hak  tersebut  dapat  terpenuhi

dikarenakan pola  yang digunakan dalam rumah susun  setiap  daerah  belum

tentu sama tergantung isi dari perjanjian dalam rumah susun tersebut. Namum

apakah  isi  perjanjian  dalam  rumah  susun  tersebut  sudah  sesuai  dengan

peraturan  perundang  –  undangan  diindonesia  yang  mengatur  masalah  hak

penguasaan  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  rumah  susun.  Di  Karena  ini

merupakan  masalah  yang  sangat  mendalam  yang  nantinya  akan  dapat

memberikan  kepastian  hukum  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap

seseorang yang menpunyai hak penguasaan atas tanah dan bangunan dalam

rumah susun tersebut. Dari permasalah tersebut diatas maka penulis memilih

judul  :  TINJAUAN  YURIDIS  TENTANG  HAK  PENGUASAAN  ATAS

TANAH DAN BANGUNAN DALAM  RUMAH SUSUN (  Studi  Rumah

3    Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Keduduk berkuasa dan hak  milik dalam sudut
pandang KUHPerdata”, Prenada Media, Jakarta, 2004. hal 39

4   Opcit, hal 129.



Susun Bandarharjo Semarang )



B. PEMBATASAN MASALAH



Perlindungan Hukum terhadap hak-hak manusia merupakan penegakan

hukum.  Dan  tentunnya  hal  tersebut  haruslah  diatur  dalam  sebuah

peraturan perundang – undangan yang nantinya dapat memberikan rasa

keadilan  dan  kesejahteran  kepada  masyarakat  dalam mempertahankan

hak – hak yang mereka kuasai.   Khususnya hak – hak dalam bidang

kebendaan.  Dimana  kebendaan  ini  dapat  digolongkan  menjadi  benda

bergerak  maupun  benda  yang tidak  bergerak,  dikarenakan  banyaknya

permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  tentang  hak-hak  dalam

menguasai sebuah kebendaan, maka dalam hal ini penulis memberikan

batasan  terhadap  permasalahan  yang  akan  diteliti  yaitu  meliputi.

Penguasaan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  rumah  susun  di

Bandarharjo  Semarang.  Dan  tentunya  hal  tersebut  dapat  diperoleh

melalui  prosedur  –  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  yang

berwenang,  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang diberi  kekuasaan  untuk

mengelola  rumah  susun  dimana  rumah  susun  tersebut  berada.  Serta

sistem yang dipergunakan oleh pengelola rumah susun tersebut dalam

memberikan hak kepada seseorang yang nantinya akan menguasai tanah

dan bangunan dalam rumah susun. Apakah nantinya akan menggunakan

metode  sewa  –  menyewa,  sewa  –  beli,  ataukah  jual  beli.  Semua  itu

tergantung  perjajnjian  yang  telah  disepakati  antara  pengelola  dengan

seseorang  yang nantinya  akan  menjadi  penghuni  dalam  rumah  susun

tersebut. Dari perjanjian tersebut akan dapat diketahui hubungan hukum

antara pengelola  dengan penghuni  rumah susun serta  hak – hak yang



nantinya dapat  dikuasai oleh penghuni rumah susun tersebut.

C. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan  masalah  diperlukan  guna  mempermudah  pelaksanaan  dan

supaya  sasaran  penelitian  menjadi  jelas,  tegas,  dan  terarah  serta

mencapai hasil yang dikehendaki. Berdasarkan uraian dan latar belakang

permasalahan  di  atas  maka  penulis  akan  membahas  permasalahan

tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan permasalahan pada:

1. Bagaimanakah  hubungan  hukum  antara  Pengelola  dengan  Penghuni

Rumah Susun Bandarharjo Semarang?

2. Bagaimanakah Hak penguasaan atas tanah dan bangunan dalam Rumah

Susun  Bandarharjo?

D. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar tepat mengenai

sasaran yang diinginkan.  Oleh karena itu,  penulis  merumuskan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Subyektif

a. Untuk  mengetahui,  menambah,  memperluas,  mengembangkan

pengetahuan  dan  pengalaman  serta  pemahaman  tentang  hak

penguasaan atas tanah dan bangunan dalam rumah susun sesuai dengan

ketentuan – ketentuan yang mengaturnya.

b. Untuk  menerapkan  ilmu  dan  teori-teori  hukum  yang  telah  penulis



peroleh sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

c. Untuk  mendapatkan  data  yang lengkap,  akurat  dan  mendetail  guna

penyusunan  skripsi  sebagai  syarat  memperoleh  gelar  sarjana  dalam

bidang  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas

Muhammadiyah  Surakarta.

2. Tujuan Obyektif

a. Untuk  mengetahui  bagaimanakah  hak  penguasaan  atas  tanah  dan

bangunan dalam rumah susun. Khususnya Hak Penguasaan atas tanah

dan bangunan di rumah susun Bandarharjo Semarang.

b. Untuk  mengetahui  proses  penguasaan  dan  mempertahankan  hak

didalam  seseorang  memempunyai  hak  penguasaan  atas  tanah  dan

bangunan dalam rumah susun Bandarharjo Semarang.

c. Untuk  mengetahui  sejauh  mana  peraturan  perundang  –  undangan

mengatur  tentang  hak  penguasaan  atas  tanah  dan  bangunan  dalam

rumah susun. diIndonesia.

d. Untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat pada

umumnya dan mahasiswa pada khususnya tentang hak penguasaan atas

tanah dan bangunan dalam rumah susun.

E. MANFAAT PENELITIAN.

Selain  tujuan,  nilai  suatu  penelitian  tidak  hanya  ditentukan  oleh

metodologinya saja, tetapi juga ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil

dari  adanya penelitian tersebut.  Penulis  mengharapkan bahwa penelitian  ini



mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Sebagai  dokumen  yang  dapat  digunakan  dan

diharapkan  dapat  membantu  dalam  mempelajari

tentang  hak  penguasaan  atas  tanah  dan  bangunan

dalam rumah susun.

b. Sebagai bahan kajian dalam melakukan penelusuran

tentang  hak  penguasaan  atas  tanah  dan  bangunan

dalam  rumah  susun.  Sehingga  dapat  mengetahui

membedakan hak pengusaan atas tanah dan bangunan

dalam  rumah  susun  dengan  hak  kebendaan  lainya

dengan objek yang berbeda.

c. Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  penulis

sendiri  untuk  dapat  mengetahui  lebih  jauh  tentang

hak kebendaan khususnya hak penguasaan atas tanah

dan bangunan dalam rumah susun.

F. METODE PENELITIAN

Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis

sosiologis, karena didalam penelitian ini selain menerapkan pendekatan ilmu

hukum juga berusaha untuk menerapkan ilmu social yang meliputi :

I. Sifat Penelitian

Penelitian  ini  bersifat  diskriptif,  karena  penelitian  ini

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang



Hak Penguasaan Atas Tanah dan Bangunan, selain itu juga penulis

ingin menggambarkan Hak Penguasaan Atas Tanah dan Bangunan

Dalam Rumah Susun. Oleh karena itu penelitian ini bersifat diskriptif

II. Bahan Penelitian

1) Penelitian

Kepustaka

an

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan

data  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan

menganalisa  bahan  hukum.  Dalam  penelitian  kepustakaan

dikelompokkan menjadi tiga bahan, yaitu5:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri:

- Undang-Undang  No  5  Tahun  1960  Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- Undang-Undang No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah

Susun.

- Peraturan  pemerintah  No  4  Tahun  1988  Tentang

Rumah Susun.

- Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1986 Tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai

atas Tanah.

5  . Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

2004. hal 57.



- Ketentuan  –  ketentuan  lainnya  yang  mengatur

tentang Hak Penguasaan Atas Tanah dan Bangunan

dalam Rumah Susun.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu  bahan  –  bahan  hukum  yang  memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum terdiri:

- Buku – buku yang membahas  tentang hak atas  tanah

dan bangunan.

- Bahan  –  bahan  hukum  yang  membahas  tentang  Hak

penguasaan  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  rumah

susun.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yaitu kamus hukum.

2)   Penelitian Lapangan

yaitu  :  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara

mengadakan  pengamatan  secara  langsung  dan  mencatat

secara sistematis data – data yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti.

a) Lokasi Penelitian

Penulis Memilih lokasi penelitian dirumah susun

bandarharjo semarang. 



b) Subjek Penelitian.

-  Pengelola Rumah Susun Bandarharjo ( Dinas Tata Kota

dan Pemukiman  ) Kota Semarang.

-  Penghuni Rumah Susun Bandarharjo Semarang.

3)   Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara,  merupakan  teknik  pengumpulan  data

dengan  mengadakan  tanya  jawab  secara  lansung

antara peneliti dengan Responden.

b)  Observasi,  yaitu  metode  pengumpulan  data  dengan

pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematis  dan

teratur tentang gejala – gejala sosial yang akan diteliti.

4)   Pengambilan Sampel

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  tata  cara

pengambilan  sampel  dengan  purposisiv  sampling  yaitu  :

bahwa pengambilan sampel ini tidak semua individu diambil

sebagai sampel, namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa

orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang hak

pengusaan  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  rumah  susun

sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan objek yang

diteliti,  adapun  yang  dijadikan  sampel  adalah  Dinas  Tata

Kota  dan  Pemukiman  (  DTKP  )  Kota  Semarang  selaku

Pengelola  Rumah Susun  Bandarharjo  Semarang dan warga

Penghuni Rumah Susun Bandarharjo Semarang.



III.  Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini diskrptif,

adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  kualitatif,  yaitu

analisis data primer yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran

yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dilapangan  melalui  pendapat

responden yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan, peraturan

– peraturan dan ketentuan – ketentuan lainnya yang mengatur tentang

Hak  penguasaan  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  rumah  susun,

kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  tentang  hak  penguasaan  atas

tanah dan bangunan dalam rumah susun dan dicari permasalahannya,

kemudian disimpulkan dalam masalah – masalah yang umum. Hasil

analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi

dalam  sub-sub  bagian  yang  dimaksudkan  untuk  memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil  penelitian. Adapun sistematika

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I  : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.



B. Pembatasan Masalah.

C. Perumusan Masalah.

D. Tujuan Penelitian.

E. Manfaat Penelitian.

F. Metode Penelitian.

G. Sistematika Penulisan.

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Penguasaan atas Tanah.

1. Pengertian  Hak Penguasaan atas

Tanah.

2. Pengaturan  Hak  –  Hak

Penguasaan  atas  Tanah  dalam

Hukum Tanah.

3. Hirarki  Hak  –  Hak  atas  Tanah

dalam UUPA dan Hukum Tanah

Nasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak – Hak atas Tanah.

1. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah 



2. Macam – Macam Hak Atas Tanah.

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun.

1. Pengertian Rumah Susun.

2. Pemilikan Satuan Rumah Susun.

3. Bukti  Pemilikan  Satuan  Rumah

Susun.

4. Pemisahan  Hak  dan  Timbulnya

Hak atas Satuan Rumah Susun.

5. Peralihan  dan  Pembebasan  Atas

Satuan Rumah Susun.

6. Berakhirnya  Hak  Atas  Satuan

Rumah Susun.



BAB III   : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan

Hukum  Antara

Pengelola  dan

Penghuni  Rumah

Susun ( RUSUN )

Bandarharjo

Semarang.

2. Hak  Penguasaan

Atas  Tanah  dan

Bangunan  dalam

Rumah  Susun

(  RUSUN  )

Bandarharjo

Semarang.

BAB IV  : PENUTUP

1. Kesimpulan.

2. Saran –Saran.




